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LURAH WONOKROMO 

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL 

PERATURAN LURAH WONOKROMO 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

 

T E N T A N G 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH NOMOR 9 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

KALURAHAN WONOKROMO TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH WONOKROMO, 

Menimbang :  a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Kalurahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo 

Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah 

Wonokromo tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 

9 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

  2.  Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

  3.  Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

SALINAN 



7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ; 

  6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

  7.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 



Tahun 2015 Nomor 158); 

  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

6); 

  9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

  10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  11.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 

  12.  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 

Nomor 2); 

  13.  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 

Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta 100) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus 

Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 

37); 

  14.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019  Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119 ); 

  15.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang 



Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87); 

  16.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

  17.  Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran 

Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11); 

  18.  Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kalurahan (RPJMKalurahan) Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3); 

  19.  Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 7 

Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 

Wonokromo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wonokromo 

Tahun 2023 Nomor 6); 

  20.  Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 12 

Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan 

Wonokromo Tahun 2023 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN LURAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

KALURAHAN WONOKROMO TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun 

Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Kalurahan : 6.413.334.158,00 

 a. Pendapatan Asli Kalurahan  504.140.150,00 

 b. Dana Desa  1.795.043.000,00  



 c. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah   519.747.808,00  

 d. Alokasi Dana Desa 1.261.138.200,00 

 e. Bantuan Keuangan Propinsi 1.327.765.000,00 

 f. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 

 g. Pendapatan lain-lain 5.400.000,00 

 

2. Belanja Kalurahan:  

 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kalurahan 2.843.848.910,48 

 b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 2.402.440.844,00 

 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    634.112.000,00 

 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat    599.176.000,00 

 e. Bidang Penanggulanagan Bencana, Darurat, dan 

Mendesak    270.100.000,00 

    

 Jumlah Belanja 6.749.677.754,48 

 Surplus/ (Defisit)  (209.691.958,48) 

   

3. Pembiayaan Kalurahan:  

 a. Penerimaan Pembiayaan 289.691.958,48 

 b. Pengeluaran Pembiayaan 80.000.000,00 

Pembiayaan Netto 209.691.958,48 
 

 

 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana 

dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Lurah ini. 

 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 



(DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan 

kegiatan anggaran. 

 

Pasal 4 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Lurah dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wonokromo. 

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Ditetapkan di Wonokromo 

Pada tanggal 21 November 2023 

LURAH WONOKROMO, 

 

 ttd 

 

AM MACHRUS HANAFI  

 

Diundangkan di Wonokromo 

Pada tanggal 21 November 2023 

CARIK WONOKROMO, 

 

ttd 

 

AKHMAD RIYANTA 

  

 

BERITA KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2023 NOMOR 3 

 

 

 

 


